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ABSTRAKSI 

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi undang-undang 

nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman dalam penyelesaian maladministrasi 

kasus kependudukan di Kota Surabaya dan juga untuk mengetahui hambatan-

hambatan apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian kasus maladministrasi oleh 

ombudsman di Kota Surabaya beserta upaya apa yang dapat dilakukan untuk 

menghadapi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis 

empiris yaitu penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian 

lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi 

dalam kenyataan di masyarakat. Sumber data diperoleh dari literatur, perundang-

undangan yang berlaku dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  

bentuk pengaduan publik yang banyak diterima Ombudsman perwakilan Jawa 

Timur adalah maladministrasi kependudukan, pengaduan yang  masuk ke 

Ombudsman Provinsi Jawa Timur mengenai administrasi kependudukan sebanyak 

37 laporan, dengan rincian 21 kasus yang belum terselesaikan dan 16 kasus telah 

terselesaikan. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang SOP pengaduan di 

Ombudsman mengakibatkan penyelesaian kasus maladministrasi tidak dapat 

berjalan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Dalam menangani kasus 

maladministrasi kependudukan Kota Surabaya, ombudsman mengalami beberapa 

hambatan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ombudsman, pihak 

ombudsman kurang responsif terhadap laporan, kurangnya sumber daya manusia, 

kurangnya koordinasi dengan instansi lain. Upaya yang dapat dilakukan yaitu 

sosialisasi masyarakat, penambahan SDM. 
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